PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT
HERMINA BITUNG

UNIVERSITAS * Albert J. Bangun, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, M. Hum.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Apeldoorn, L.J. wvan, 2009, Pengantar Illmu Hukum, Terjemahan,
Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Arrasjid, Chainur, 2005, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Badrulzaman, Mariam Darus, 1996,KUH Perdata Buku I11, Hukum Perikatan
Dengan Penjelasannya, Alumni, Bandung.

Bastian, Indra, 2011, Penyelesaian Sengketa Kesehatan, Salemba Medika,
Jakarta.

Darmodiharjo, Darji, dan Sidharta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum,
Gramedia, Jakarta.

Dumilah, 2015, Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik, Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Fuady, Munir, 1994, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku kedua,
Citra Aditya Bakti, Bandung.

, 2005, Sumpah Hipocrates: Aspek Hukum Malpraktek Dokter,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gillies, Peter, 1988, Concise Contract Law, Federation Press, Australia.

Goodpaster, Gary, 1993, Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi
dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, ELIPS Project, Jakarta.

HFA, Vollmar, terjemahan 1.S. Adiwimarta, 1984, Pengantar Studi Hukum
Perdata Il, CV. Rajawali, Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,
PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Hadikusuma, Hilman, 2005, Bahasa hukum Indonesia, Alumni, Bandung.

Hanafiah, M. Jusuf, 2008, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC,
Jakarta.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT
HERMINA BITUNG

UNIVERSITAS * Albert J. Bangun, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, M. Hum.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hanafiah, M. Jusuf, dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum
Kesehatan, BGG, Jakarta.

Hatta, Mohammad, 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945,
Sekretariat Negara Republik Indonesia Jakarta.

Hendrik, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, EGC Emergency Arcan Buku
Kedokteran, Jakarta.

Ibrahim, 1997, Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti,
Bandung.

J.C.T, Simorangkir, 1986, Hukum Konstitusi Indonesia, Gunung Agung,
Jakarta.

Jacobalis, Samsi, 2008, Kumpulan Tulisan terpilih Tentang Rumah Sakit
Indonesia dalam Dinamika Sejarah, Transformasi, Globalisasi dan
Krisis Nasional, Yayasan Penerbitan IDI, Jakarta.

Kelly, David, Ann Holmes, Ruth Hayward., 2002, Business Law, Cavendish
Publishing Limited, London.

Komalawati, Veronika, 1999, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi
Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Koeswadji, Hermin Hadiati, 1998, Hukum Kedokteran, Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Kusumaatmadja, —Mochtar, 2002, Konsep-konsep Hukum Dalam
Pembangunan, Alumni, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung.

Nasution, Adnan Buyung, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di
Indonesia Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959, Pustaka
Utama Grafiti, Jakarta.

Nasution, Bahder, Johan 2005, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban
Dokter, Rineka Cipta, Jakarta.

Ohoiwutun, Y.A. Triana, 2007, Bunga Rampai Hukum Kedokteran,
Bayumedia, Malang.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT
HERMINA BITUNG

UNIVERSITAS * Albert J. Bangun, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, M. Hum.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pound, Roscoe, 1982, Pengantar Filsafat Hukum, Diterjemahkan oleh
Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum
Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta.

Ratman, Desriza, 2013, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis
Dalam Transaksi Terapeutik, Keni Media, Bandung.

Rawls, John, 1999, A Theory of Justice, Revised Edition, Oxford University
Press, New York.

Rusli, Hardijan, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Rutten, Asser, dalam Purwahid Patrik, 1982, Azas Itikad Baik dan Kepatutan
Dalam Perjanjian, FH. UNDIP, Semarang.

S.F., Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif
di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Sadar, M. 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Indeks,
Jakarta.

Satrio, J. 2001, Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, PT.
Citra Aditya, Bandung.

Siswati, Sri, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

Soemitro, Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan, Refika Aditama, Bandung,
2004.

Soeroso, 2006, Pengantar llmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka
Pembangunan Di Indonesia, Ul-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 2007, Penelitian Hukum Normatif-
Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1992, Bunga Rampai Hukum Negara Indonesia, Penerbit PT.
Alumni, Bandung.



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT
HERMINA BITUNG

UNIVERSITAS * Albert J. Bangun, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, M. Hum.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Subekti, R. 2005, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-21, PT Intermasa, Jakarta.
, 2011, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2014, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase,
Cetakan III, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Wishart, Mindy Chen, 2012, Contract law, Oxford University Press, United
Kingdom.

Karya Ilmiah:

Aminata, Husnia, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Internsip
Dalam Perjanjian Terapeutik Di Rumah Sakit Muhammadiyah Sruweng
Kebumen”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Barkah, Yulia Yuliarti, 2014, “Tinjauan Hukum Mengenai Informed Consent
Dalam Pemeriksaan Laboratorium HIV bagi Pasien Sebelum Dirawat
Inap dan Hak Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Menurut
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”,
Tesis, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prasetyo, Pradhipta Priyo, 2014, “Perlindungan hukum bagi dokter terhadap
informed consent Dalam Perjanjian Terapeutik (Studi Kasus Putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 79 PK/PID/2013)”,
Tesis, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Priambodo, Adhiyatno, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Dokter Rumah
Sakit Bethesda Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Huruf S
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit”, Tesis,
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Jurnal:

Groudine, Candace J. “Authority. H.L.A. Hart and the Problem with Legal
Positivism™, The Journal of Libertarian Studies IV:3 1980.

Peraturan Perundang-Undangan:



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN
TERAPEUTIK MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT
HERMINA BITUNG

UNIVERSITAS * Albert J. Bangun, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH, M. Hum.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Surat Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Medis No. HK.00.06.3.5.1866
tahun 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medis.



